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INTISARI 
 Arman, Nomor Induk E12111252, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah 
Dalam Pembinaan Olahraga Di Kabupaten Maros" Di bawah bimbingan 
Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si, sebagai pembimbing I dan Dr. A.M. 
Rusli, M.Si., M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran 
Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Olahraga Di Kabupaten Maros  dan 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pembinaan Olahraga di 
kabupaten Maros. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data 
berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data 
yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di 
lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari 
hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para 
informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang 
ditentukan dalam penelitian. 
hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pemuda Olahraga 
dan Seni dalam pembinaan atlet di kabupaten Maros, dapat dilihat dari 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
Kabupaten Maros. Sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan terlihat 
bahwa pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Maros kurang 
berkesinambungan. Atlet hanya mendapatkan penghargaan dan berbagai 
pelayanan pada saat ada event kejuaraan, setelah selesai acara dan tidak 
ada lagi kejuaraan maka pada umumnya atlet tidak lagi diperhatikan dan 
akan dicari pada saat menjelang ada lagi kejuaraan. Ini merupakan tugas 
penting bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Pemuda dan 
Olahraga pada khususnya agar kiranya ada jaminan khusus bagi atlet yang 
telah mengharumkan nama daerah. Adapun faktor pendukung pembinaan 
olahraga yaitu tingginya minat dan bakat para atlet olahraga dan adanya 
pelatih profesional di kabupaten Maros. Sedangakan faktor penghambat yaitu 
masih minimnya dana dan sarana dan prasarana untuk proses pembinaan 
olahraga di kabupaten maros. 
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ABSTRACT 
 Arman, ID Number E12111252, Governance Studies Program, 
Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, 
Making Thesis titled "The Role of Local Government in Development 
Sport In Maros" Under the guidance of Prof.Dr.H. Juanda Nawawi, M.Si, 
as a supervisor I and Dr. A.M. Rusli, M.Sc., M.Si as supervisor II. 
This study aims to identify and analyze the Role of Local Governments 
in Development Sport In Maros and what factors are affecting the district's 
Sports Development. Qualitative analysis technique that analyzes data based 
on the words that are arranged in the form of expanded text. The analyzed 
data is data of circumstances or events that occur in the field and is also 
supported with the help of primary data derived from interviews, questions, 
responses from informants and a literature study based on the indicators 
specified in the study. 
Research results indicate that the role of the Department of Youth 
Sports and Arts in coaching athletes in Maros, can be seen from the main 
tasks and functions of the Department of Youth Sports and Arts Maros. In 
accordance with the author's observation on the ground shows that the 
coaching of athletes in Maros less sustainable. Athletes only get awards and 
a variety of services in the last event of the championship, after the 
completion of the event and there is no longer a championship in general the 
athletes are no longer considered and will be sought at the time before there 
is another championship. It is an important task for local governments in 
general and the Department of Youth and Sports in particular so presumably 
no specific guarantee for athletes who have the name of the area. The factors 
supporting sports coaching in the high interests and talents of the athletes 
and the profesional coach in Maros. While the inhibiting factors namely the 
lack of funds and facilities for sports coaching process in Maros regency.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi 
salah satu bagian dalam kehidupan masyarakat.Olahraga juga merupakan 
budaya yang menjadi ciri khas suatu bangsa, bahkan melalui olahraga dapat 
dilakukan pembangunan karakter dan mentalitas suatu bangsa, sehingga 
olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, 
identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. 
Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang olahraga, 
pada bulan September 1981 pemerintah secara khusus mencanangkan 
program “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. 
Seiring dengan ini dua tahun kemudian, tahun 1983 pemerintah membentuk 
Kantor Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga (Kantor Menpora) dan 
pada tingkat daerah juga terbentuk Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 
(Dispora) dengan tugas pokok antara lain melaksanakan dan 
mengkoordinasikan pembangunan olahraga. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 
Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa, ” Sistem 
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keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling 
terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu  
 
kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, 
pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai 
tujuan keolahragaan nasional.” Undang-Undang tersebut pada Bab VII pasal 
21 sampai dengan pasal 30 telah mengatur jelas bagaimana cara Pemerintah 
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. 
Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan 
tanggungjawabnya.Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 
tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga 
merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan 
nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada 
kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. 
Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, 
otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, 
transparansi dan akuntabilitas.Sistem pengelolaan, pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi 
daerah guna mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan 
secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan dan 
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pembinaan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara biasa tetapi 
harus ditangani secara serius dan  professional. Penggalangan sumber daya 
untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui  
 
pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara 
harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip  
transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan  
informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua 
pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan 
semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan 
kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan  berjalannya 
mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan 
sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai. 
Sekali lagi digambarkan dalam UU tersebut bahwa sistem 
keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan 
yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk 
mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara 
lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan 
prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan 
termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga 
nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh 
subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan memperhatikan keterkaitan 
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dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan 
berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui 
peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan, 
pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya  
 
manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan 
sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan 
olahraga secara menyeluruh. 
Pada tingkat Provinsi jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai asas desentralisasi, 
otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan,kemitraan, 
transparansi dan akuntabilitas, bahwa pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna 
mewujdkan kemampuan daerah mengembangkan kegiatan keolahragaan 
secara mandiri. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani 
secara biasa tetapi harus ditagani secara profesional. 
Dalam rangka membudayakan olahraga dan meningkatkan prestasi 
untuk kemajuan pembangunan olahraga, beberapa permasalahan perlu 
diidentifikasi.Majunya olahraga suatu daerah atau bangsa bisa dilihat dari 
segi bagaimana manajemen dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak 
untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk 
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membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan 
dalam hal ini masalah keolahragaan, termasuk Pemerintah Daerah 
kabupaten Maros, Kabupaten Maros membuat struktur organisasi, yakni 
Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan  
 
tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-
organisasi sosial terkhusus di bidang olahraga. 
Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 
adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Seni yang kemudian disingkat dengan 
Dispori. Sebagaimana berdasar pada peraturan daerah kab. Maros No. 4 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah 
Kabupaten Maros, dijelaskan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 
diubah dan dibentuk menjadi dua yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Maros 
berdasarkan Ketentuan Bab IV dan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
berdasarkan Bab XVII A. 
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni membawahi 3 bidang, yakni bidang 
Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian.Bidang Keolahragaan kemudian 
bertanggung jawab pada Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga 
Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan 
Masyarakat serta pengadaan sarana dan Prasarana. 
Dinas Pemuda, Olahraga dan Seni adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
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bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
sebuah Kabupaten. Disamping itu Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan 
urusan di bidang pemuda olahraga dan seni berdasarkan asas desentralisasi 
dan tugas pembantuan. 
 
Pemerintah memiliki tiga fungsi yakni fungsi Pelayanan, Pemberdayaan dan 
Fungsi Pembangunan, masalah keolahragaan ini kemudian menjadi tugas 
pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat.Pemerintah dalam hal ini 
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni memberdayakan masyarakat melalui 
penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pendanaan serta 
pengawasan terkait dengan peningkatan prestasi olahraga ini. 
Pemerintah kabupaten maros memberi perhatian serius terhadap 
pembinaan olahraga di kabupaten maros dengan memasukkan pembinaan 
olahraga dalam salah satu misi pemeirintahan daerah kabupaten 
maros.dengan adanya misi pemerintah ini diharapkan setiap elemen 
pemerintahan dapat bersinergi dan bekerjasama dalam pembinaan olahraga 
selain itu partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam keberlangsungan 
misi pemerintah dalam hal pembinaan olahraga. 
Beberapa cabang olahraga banyak digemari masyarakat, misalnya 
cabang olahraga sepak bola, bola volley, tinju, karate, pencak silat dan lain-
lain. Dari besarnya antusias masyarakat tentu saja dapat mencapai prestasi 
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maksimal baik tingkat daerah maupun nasional. Tetapi prestasi itu belum bisa 
diwujudkan karena beberapa kendala dari segi kurangnya pelatih profesional, 
dan pembinaan yang dilakukan cenderung hanya ketika adanya event yang 
akan dilakukan. 
Daya saing para atlet maros ditingkat provinsi telah meraih beberapa 
prestasi, tapi tidak merata di setiap cabang olahraga . Catatan persentase  
 
prestasinya pun seringkali naik turun tiap tahunnya. Hal ini antara lain 
disebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang 
proses pembinaan  . 
Permasalahan keolahragaan tingkat daerah semakin kompleks dan 
berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasaranaserta tuntutan perubahan 
global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara 
menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, peka terhadap 
perkembangan oahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen 
hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan 
datang.  
Terkait dengan pembahasan di atas, maka dirasa perlu membahas 
lebih jauh mengenai keterlibatan Pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan 
olahraga di Kabupaten Maros sebagai wadah pengembangan prestasi 
keolahragaan.Sistem keolahragaan ini juga merupakan wadah yang tepat 
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untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan bakat 
yang ada pada ruang kreatifitas di bidang Olahraga. 
Berdasarkan uraian diatas kemudian keinginan penulis untuk 
mengndentifikasii lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama 
dalam pengembangan potensi keolahragaan. Dengan mengangkat judul 
penelitian ”Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Olahraga Di 
Kabupaten maros”. 
 
1.2.     Rumusan Masalah 
Merujuk dari beberapa permasalahan mengenai implementasi 
Otonomi Daerah di Kabupaten maros dalam bidang olahraga, maka dalam 
penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana peran Pemerintah daerah dalam  pembinaan olahraga di 
kabupaten Maros ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran 
Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan olahraga di 
Kabupaten Maros? 
1.3      Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam malakukan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan peranan Pemerintah daerah dalam pembinaan 
olahraga di Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 
menghambat peran Pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga di 
kabupaten Maros 
1.4.     Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi 
masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah 
daerah Kabupaten Maros. 
2. Manfaat Akademis, dapat memberikan tambahan teori/ literatur dalam 
studi pemberdayaan masyarakat bidang olahraga dengan 
singkronisasinya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.  
3. Kegunaan Metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat 
menjadikan sebuah dorongan moril dalam penelitian selanjutnya 
mengenai pembahasan yang serupa tentunya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Peran 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran 
sebagai berikut : 
1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia 
adalah pemain sandiwara atau pemain utama. 
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 
yang diberikan. 
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 
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Menurut  teori Narwoko dan Suyanto (2006:160) yang mengatakan 
bahwa Peranan dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah 
pada proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-
nilai, norma-norma dan pengetahuan 
Menurut Biddle dalam Suhardono,( 1994:14), berpendapat bahwa 
konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah 
suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat di atas dapat di simpulkan 
bahwa peran merupakan prilaku individu maupun organisasi dalam 
menjalankan posisi pada  suatu unit dari struktur sosial. 
 
 
Sedangkan menurut Soekanto (2002:242) peran dibagi menjadi 3 
yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.Peran aktif adalah peran 
yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam 
kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya 
sebagainya.Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 
kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat 
bergunan bagi kelompok itu sendiri.Sedangkan peran pasif adalah 
sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok 
menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam 
kelompok dapat berjakan dengan baik. 
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Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) Peran dapat diartikan sebagai 
orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam 
oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun 
organisasi akan perprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran 
juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-
norma,harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). dimana didalamnya 
terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan 
pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran 
merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, 
yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. 
Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu  
 
pihak yang terorganisir didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan 
fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga 
merupakan suatu proses penyelenggaraan hak dan kewajiban ,seseorang 
dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan 
kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok di dalam 
kehidupan masyarakat. 
2.2. Konsep Pemerintah  
Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh 
melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam 
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artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri 
Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai 
tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan 
menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu 
untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). 
Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau 
aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).. 
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan 
publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha 
mencapai tujuan negara.Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala 
kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif 
(C.F. Strong). 
 
Dari definisi di atas mengungkapkan bahwaPemerintahan adalah 
aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyatnya.Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam 
menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif dan yudikatif 
harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara. 
Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu 
kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta 
anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan 
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bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD 
bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah 
(PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam 
pembuatan PERDA.Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah 
daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh 
atas jalannya pemerintahan daerah. 
Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi 
Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai 
berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan 
masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup 
kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan 
kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk 
menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak  
 
terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa 
lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat 
kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya 
menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurusi segala 
sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis. 
Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai 
pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam 
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masyarakat secara keseluruhan.Ini perlu dinyatakan dan tetap 
memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. 
Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan manjadi empat bagian 
yaitu ; 
1. Fungsi pelayanan (public service) 
2. Fungsi pembangunan (development) 
3. Fungsi pemberdayaan (empowering) 
4. Fungsi pengaturan (regulation) 
Berdasarkan teori diatas pemerintah memiliki fungsi pemberdayaan 
(empowering) dimana pemerintah wajib mewadahi masyarakat dalam 
mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimiliki masyarakatnya.Jika 
dikaitkan dalam hal pembinaan olahraga pemerintah harus mampu 
mewadahi masyarakatnya yang ingin mengembangkan keolahragaannya 
serta memikirkan strategi agar pembinaan olahraga dapat berjalan maksimal 
sehingga keolahragaan yang kita miliki dapat bersaing di dunia internasional. 
 
2.3. Konsep Pemerintahan Daerah 
Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur 
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas 
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menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 
yang diatur dengan undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 
yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari 
pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu: 
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan 
pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. 
 
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan 
yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah 
Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas 
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kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD 
berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu: 
1) Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) 
dan DPRD Provinsi. 
2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil 
Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota. 
2.4. Konsep Dinas Pemuda Olahraga Dan Seni (Dispori) 
Dinas pemuda dan olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan 
yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas 
dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis, mengkoordinasikan 
dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan 
teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh 
Bupati.serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
t 
ugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara 
berkala. 
Dalam hal olahraga, semua hal pentingakan dikoordinasikan melalui 
Dinas pemuda, Olahraga dan Seni. Pemerintah mempunyai tugas 
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menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang 
keolahragaan secara nasional. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk 
melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan serta menlaksanakan standardisasi bidang 
keolahragaan di daerah. Ada kewenangan untuk mengatur, membina, 
mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan 
keolahragaan.Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu dan 
berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri. 
2.5. Konsep Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 
Berbeda dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang 
merupakan induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat 
yang pengorganisasiannya disesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Komite Olahraga Nasional mempunyai tugas ; 
1. Membantu pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang 
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi 
2. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi 
olahraga fungsional 
3. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan cabang 
olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya 
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan cabang 
olahraga. 
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Dalam melaksanakan tanggunga jawabnya KONI selalu dikordinir oleh 
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Seni selaku bagian pemerintahan yang 
bertugas menangani keolahragaan di daerah.Kerjasama kedua lembaga ini 
juga sangat berpengaruh terhadap pembinaan olahraga. Apabila KONI dapat 
bersinergi dengan baik dengan pemerintahan daerah di kabupaten maka 
dapat dipastikan pembinaan olarahraga akan lebih maksimal serta dapat 
menghasilkan olahragawan yang yang berprestasi di bidangnya. 
2.6. Konsep Pembinaan 
Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (Badudu, 2002:316) bahwa 
“pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara 
berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”. Dari 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha 
dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada 
kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang 
sudah dimiliki).  
Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” 
mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa : 
1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi 
lebih baik. 
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem 
pambaharuan dan perubahan (change). 
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3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni 
menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang 
berencana serta pelaksanaannya. 
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam 
suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal 
berhenti. (Miftah,1997:16-17). 
Pembinaan dan pengembangan pada dasarnya adalah upaya 
pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, 
berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka 
memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangankan 
suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, dalam rangka 
memberikan pengetahuan dan keteram-pilan sesuai dengan bakat, 
kecenderungan/keinginan serta kemam-puan sebagai bekal untuk 
selanjutnya atas prakarsa sendiri me-nambah meningkatkan dan 
mengembangkan dirinya, sesama maupun lingkungannya ke arah 
tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusia yang optimal dan 
pribadi yang mandiri (Abdul Gafur, 1983:46) 
Dari penjelasan tersebut di atas, maka pembinaan yang di maksud 
adalah pembinaan kepribadian secara keseluruhan .Secara efektif dilakukan 
dengan memperhatikan sasaran yang akan dibina. Pembinaan dilakukan 
meliputi pembinaan moral, pembentukan sikap dan mental. Dengan strategi 
yang tepat maka pembinaan akan mencapai efektivitas dan efisiensi 
maksimal dalam suatu perubahan serta pembaharuan positif pada sasaran 
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pembinaan.Pembinaan juga bertujuan mangarahkan dan memudahkan 
seseorang dalam mengenali, melatih dan mengembangkan bakat yang 
dimilikinya.Dengan memaksimalkan pembinaan olahragawan daerah memiliki 
peluang yang lebih besar dalam mendapatkan prestasidalam bidangnya. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan olahraga dan 
pembangunan olahraga baik di daerah maupun nasional, seperti : 
1. Adanya kesadaran secara umum bahwa gerakan nasional olahraga ini 
untuk tujuan dan kepentingan nasional 
2. Adanya semangat kebersamaan (gotong royong) dari seluruh pihak 
yang terkait 
3. Adanya kebijakan dan program yang terencana, terpadu, dan 
terkoordinasi dalam implementasinya 
4. Adanya wadah atau wahana koordinasi di tingkat daerah maupun 
nasional yang memungkinkan terbangunnya system pengelolaan 
keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan 
5. Adanya komitmen dari seluruh pihak baik masyarakat maupun 
pemerintah untuk menyukseskan gerakan pembanguan olahraga 
nasional. 
            Pengembangan dan pembangunan olahraga daerah maupun 
nasional didasarkan pada kesadaran serta tanggung jawab segenap warga 
negara akan hak dan kewajibannya dalam upaya untuk berpartisipasi guna 
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga sebagai 
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kebiasaan dan pola hidup, serta terbentuknya manusia yang sehat secara 
jasmani, bugar, memiliki watak kepribadian, berani, disiplin, sportivitas, dan 
dengan daya tahan yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas, etos 
kerja dan prestasi. 
            Pembinaan yang baik adalah gambaran terlaksananya atau tidak 
sistem manajemen suatu tempat atau daerah. Dengan adanya  pembinaan 
olahraga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan 
pengendalian diri, tanggung jawab, sportivitas, prestasi, disiplin yang tinggi 
yang mengandung nilai transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat 
itu, pada akhirnya dapat diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang dapat 
membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara 
menyeluruh. Oleh sebab itu, pembinaan olahraga perlu mendapatkan 
perhatian yang lebih proporsional melalui pembinaan yang sistemtis dalam 
pembanngunan nasional. 
 
2.7.   Konsep Olahraga 
Definisi olahraga dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2005 tentang 
sistem keolahragaan nasional yaitu segala kegiatan sistematis yang 
mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan 
sosial. 
Menurut KBBI olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan 
menyehatkan tubuh. olahraga juga dapat dikatakan sebagai salah satu 
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aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Sedangkan menurut 
UNESCO,olahraga adalah setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang 
berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita 
sendiri.  
Dari definisi diatas dapat disimpulkan olahraga adalah salah satu 
aktivitas tubuh manusia yang memiliki pola yang telah diatur sedimikian rupa 
untuk mengolah potensi potensi jasmaniah seseorang. Selain itu, fungsi 
olahraga juga untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas mental 
seseorang. Seseorang yang rutin berolahraga memiliki daya tahan tubuh 
lebih baik ketimbang orang yang kurang berolahraga. Berolahraga juga 
mendidik mental untuk menjadi orang yang berani dan bertanggung jawab, 
sebagai contoh jika sseorang menekuni suatu olahraga dibidang beladiri, dia 
akan lebih percaya diri dan tidak penakut. Dari hal tersubut dapat dilihat 
bagaimana olahraga tidak hanya mendidik fisik tetapi juga mental seseorang. 
Tidak hanya itu olahraga juga merupakan sebuah produk budaya yang 
unik karena beberapa faktor, seperti daya tarik universal, keterlibatan 
emosional, serta kesempatan kebersamaan secara kolektif untuk berada 
‘bersama’ di dalam sebuah wilayah umum. Karena sifatnya yang demikian 
itulah pula, sebagai mana disadari, olahraga telah menjadi sesuatu yang 
amat besar pengaruhnya dalam dunia yang sudah mengglobal ini. 
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Dalam bukunya yang berjudul manusia dan olahraga menurut Lutan  
dan Giriwijoyo (1992: 57; 2005: 10), mengemukakan bahwa: “Berdasarkan 
jumlah pesertanya, olahraga dapat dibagi menjadi:  
1. Olahraga perorangan terdiri dari 1-4 orang. 
2. Olahraga Kelompok terdiri dari 6-22 orang. 
3. Olahraga massal lebih dari 22 orang.” 
Menurut Gandelsman dan Smirnov (1970) yang dikutip oleh Imanudian 
(2008: 23), membagi semua cabang olahraga ke dalam tujuh kelompok, 
yaitu: 
1. Olahraga yang menekankan pada kesempurnaan koordinasi dan 
bentuk keterampilan, contohnya senam.  
2. Olahraga yang menekankan pada pencapaian kecepatan maksimal 
dalam keterampilan siklik, contohnya lari. 
3.  Olahraga yang menekankan kesempurnaan kekuatan dan kecepatan 
dari suatu keterampilan, contohnya angkat besi, lompat, dan lempar.  
4. Olahraga yang menekankan pada kesempurnaan keterampilan yang 
ditampilkan dalam menghadapi lawan, contohnya pencak silat, tinju, 
karate, dan anggar.  
5. Olahraga yang menekankan pada alat perantara, contohnya berkuda, 
motot, dan mobil.  
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6. Olahraga yang menekankan pada kesempurnaan gerakan dari system 
syaraf pusat saat berada di bawah tekanan dan kondisi fisik yang 
menurun, contohnya menembak dan catur.  
7. Olahraga kombinasi, contohnya sapta lomba dan dasa lomba. 
Terdapat berbagai jenis dan bentuk olahraga yang ada dan berasal 
dari berbagai belahan dunia. Setiap orang bebas memilih olahraga apa yang 
sesuai dengan minat dan bakat yang dimlikinya. Dengan banyaknya jenis 
olahraga yang ada, sangat dibutuhkan adanya profesionalisme yang tinggi 
dalam melakukan pembinaan olahraga yang beragam ini. 
Dalam pengembangan olahraga perlu dilakukan sebuah pendekatan 
keilmuan yang menyeluruh dengan jalan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan 
adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang 
bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah 
terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru 
bagi kegiatan keolahragaan. 
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BAB III 
Metode Penelitian 
 Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan di dalam rumusan 
penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan 
penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk memahami secara 
proporsional metode yang digunakan.  
3.1 Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian ini “Peran Pemerintah dalam 
Pembinaan Olahraga di Kabupaten Maros”, maka penelitian ini akan 
dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Maros. 
 
3.2. Dasar dan Tipe Penelitian 
 Dasar Penelitian ini adalah observasi mendalam yaitu metode 
pengumpulan data dengan turun langsung ke liokasi penelitian untuk 
mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung 
ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan 
dengan obyek penelitian. 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi mengenai suatu 
fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan 
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fakta berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini 
bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang peran pemerintah 
dalam  pembinaan olahraga di kabupaten Maros.  
 
3.3 Informan Penelitian  
Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih 
adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah :  
1. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Seni Kabupaten Maros 
2. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga Dan Seni 
Kabupaten Maros 
3. Pengurus KONI Cabang maros 
4. Pelatih Olahraga  
5. Atlet  
6. Masyarakat  
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah  
sebagai berikut : 
1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian.  
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2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.  
3) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat 
kabar, dokumen-dokumen, undang-undang yang ada hubungannya 
dengan penelitian yang dilaksanakan.  
4) Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses 
internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan 
penelitian yang dilaksanakan. 
3.5 Sumber Data 
Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya 
dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua 
bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 
yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan 
secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber 
dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian. 
3.6. Analisis Data 
Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa 
secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-
kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 
yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian 
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baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian 
memperjelas gambaran hasil penelitian. 
 
3.6. Definisi Oprasional 
Agar lebih mudah dalam memberikan pemahaman dan mengarahkan 
penelitian maka penulis memberikan beberapa definisi operasional yang 
dijadikan sebagai acuan di dalam penelitian yakni sebagai berikut: 
1. Pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
Kabupaten Maros yang memiliki tugas pokok pada peningkatan 
prestasi Olahraga di Kabupaten Maros. 
2. Peran Pemerintah yang dimaksudkan adalah peran Dinas Pemuda 
Olahraga dan Seni di bidang olahraga Baik dalam penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan olahraga. 
3. Pelaksanaan Pembinaan olahraga yang dimaksudkan meliputi : 
a) Pembinaan dengan mengadakan Sumber Daya Manusia (Pelatih 
yang memiliki kualitas dan sertifikat kompetensi) dalam 
meningkatkan prestasi atlet 
b) Pendanaan dalam pembinaan olahraga 
c) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah 
daerah  
d) penghargaan terhadap atlet berprestasi  . 
4. Pembinaan olahraga yang dimaksudkandi sini adalah sesuai dengan 
definisi pembinaan olahraga dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2005 
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tentang sistem keolahragaan nasional yaitu usaha sadar yang 
dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. 
5. Olahraga yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan definisi 
olahraga dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem 
keolahragaan nasional yaitu segala kegiatan sistematis yang 
mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani 
dan sosial. 
6. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah hal-hal yang dapatmendukung 
atau menghambat kinerja Pemerintah dalam upaya pembinaan 
olahraga di Kabupaten Maros. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Maros 
 4.1.1.  Geografis dan Topografis 
4.1.1.1.  Kondisi Geografis 
Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan, terletak dibagian  barat Sulawesi Selatan antara 
40’45’50’07’ lintang selatan dan 109’205’-129’12’ bujur timur yang berbatasan 
dengan kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten 
Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone disebelah Timur dan Selat 
Makassar disebelah Barat. 
Ibukota kabupaten Maros terletak tiga puluh kilometer arah utara kota 
Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan. Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin terletak di Kabupaten Maros, yang merupakan Bandar 
Udara terbesardi Kawasan timur Indonesia. Letak kabupaten Maros yang 
berdekatan dengan Kota Makassar merupakan potensi bagi pengembangan 
berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di kabupaten Maros.  
Secara administratif, kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan , 80 
Desa dan 23 kelurahan. Pembagian wilayah menurut kecamatan, ibukota 
kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Luas wilayah menurut kecamatan 
No Kecamatan Ibukota 
Kecamatan 
Jumlah 
desa/Kelurahan 
Luas Persentase terhadap luas 
Kab(%) 
1 Mandai Bontoa 6 49,11 3,03 
2 Moncongloe Moncongloe 5 46,87 2,89 
3 Maros baru Baju Bodoa 7 53,76 3,32 
4 Lau Maccini Baji 6 53,73 3,32 
5 Turikale Turikale 7 29,93 1,85 
6 Marusu Temmapadduae 7 73,83 4,56 
7 Bontoa  Bontoa 9 93,52 5,78 
8 Bantimurung Kalabbirang 8 173,70 10,73 
9 Simbang Jene’taesa 6 105,31 6,50 
10 Tanralili Borong 8 89,45 5,52 
11 Tompobulu Pucak 8 287,65 17,77 
12 Camba Cempaniaga 8 145,36 8,98 
13 Cenrana Limampocoe 7 180,97 11,18 
14 Mallawa Sabila 11 235,92 14,57 
 Total  103 1.619,11 100,00 
Sumber: diolah Pansus DPRD Kab.Maros (dalam Perda Kab.Maros No.10 tahun 2010) 
 
Kabupaten Maros yang terletak dibawah garis khatulistiwa dan beriklim 
tropis-humid. Cuaca yang sangat mempengaruhi potensi pertanian di 
kabupaten Maros, seperti berikut ini: 
a.  Arus Angin 
Arus angin yang terjadi tiap tahun sebagai berikut; 
- Pada bulan November sampai Maret angin bertiup dari arah barat, 
barat laut dan timur barat. 
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- Pada bulan Juni sampai Agustus angin bertiup dari arah barat 
dengan kecepatan rata-rata 7 km/jam. 
b. Temperatur 
Rata-rata temperatur sebagai berikut : 
- Pada Daerah Kabupaten Maros temperatur udara rat-rata berkisar 
antara 26’C dan 27,6’C. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami 
adalah 34,6’C dan temperatur minimum 19,9’C. 
c.  Curah Hujan 
Di Kabupaten Maros terjadi musim hujan dari bulan November sampai 
bulan Maret. Curah hujan bulanan rata-rata yang terjadi di kabupaten Maros 
dapat dilihat dalam tabel berikut : 
 
No Kecamatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 
1 Mandai 1910 668 X 281 313 X - 2 102 - 380 943 
2 Maros baru 1226 719 186 146 219 83 46 - 17 16 112 486 
3 B.Murung 1122 689 142 165 335 X 31 - 18 26 130 684 
6 Tanralili 887 455 99 55 334 X 30 0 - 17 159 482 
5 Camba 877 601 X X X X X X X X X X 
6 Mallawa 161 118 X 98 X X 14 - 3 8 107 61 
7 Moncongloe 1049 713 749 735 407 X 258 0 55 55 395 977 
8 Turikale 1185 700 155 142 194 X 46 - - 12 X 577 
9 Marusu 1284 573 133 251 265 75 38 0 1 27 0 84 
10 Lau X X X X X X X X X X X X 
11 Simbang X 601 65 96 225 X X X X X X X 
12 Tompobulu 1471 719 127 325 249 45 25 0 - X 147 491 
13 Cenrana X 167 174 206 239 54 6 - 157 59 31 X 
14 Bontoa X 601 65 96 X X 47 32 103 39 107 513 
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Tabel 4.2. Curah Hujan Bulanan rata-rata 
Sumber Data: Klimatologi BMG kab.Maros 2009 (dalam Draf Final Laporan RP2I Kab.Maros 
 
 
Dari data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah yang 
mendapatkan iklim yang paling sesuai untuk budidaya padi adalah daerah 
topografi Bantimurung dan Maros baru, yang terletak dalam kecamatan 
Bantimurung dan Kecamatan Maros baru daerah topografi 
berbukit/bergunung lebih sesuai dengan tanaman palawija.  
 
 
d. Perubahan iklim 
Perubahan iklim menjadi fenomena yang penting untuk 
dipertimbangkan. Pada wilayah pesisir, trend peningkatan evolusi laut 
pasang mulai menimbulkan abrasi tanah pantai dan juga berpengaruh pada 
efektifitas Sistem drainase pada daerah irigasi di wilayah datar dekat laut. 
Pada wilayah perbukitan, terjadi peningkatan intensitas curah hujan, yang 
mengakibatkan banjir pada sungai dan erosi tanah dalam DAS. Kedua hal ini 
berpengaruh kepada kapasitas bendung-bendung irigasi yang ada dan 
fasilitas pencegahan masuknya lumpur pada saluran induk (kantong lumpur). 
Dampak yang mungkin akan terjadi akibat perubahan cuaca di kabupaten 
Maros adalah sebagai berikut : 
a. Pengaruh sistem drainase di wilayah datar dekat laut kecamatan Bontoa, 
Maros baru dan   Marusu 
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b. Peningkatan intensitas curah hujan di wilayah perbukitan, khususnya di 
Camba, Cenrana dan Mallawa. 
 
4.1.1.2. Kondisi Topografis 
Kemiringan lereng merupakan bentuk dari variasi perubahan 
permukaan bumi secara Global, regional atau dikhususkan dalam bentuk 
suatu wilayah tertentu variabel yang digunakan dalam pengidentifikasian 
kemiringan lereng adalah sudut kemiringan lereng, titik ketinggian 
diatasmuka laut dan bentang alam berupa bentukan akibat gaya satuan 
geomorfologi yang bekerja. 
Secera defenisi bahasanya lereng merupakan bagian dari bentang 
alam yang memiliki sudut miring dan beda ketinggian pada tempat tertentu 
sehingga dapat ditarik suatu anila bahwa dari sudut (kemiringan) lereng 
merupakan suatu variabel beda tinggi antara dua tempat yang dibandingkan 
dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. Berdasarkan data hasil 
penelitian Laporan Geologi Terpadu Kabupaten Maros, pada peta rupabumi 
dengan skala 1:50.000(Surwanda Wijaya, dkk 1994) dapat diklarifikasi 
pengelompokan sudut lereng yang terdapat di kabupaten Maros, yaitu 
sebagai berikut : 
a.  Wilayah sudut lereng ,3% 
b.  Wilayah sudut lereng 3-5% 
c.  Wilayah sudut lereng 5-10% 
d.  Wilayah sudut lereng 10-15% 
37 
 
e.  Wilayah sudut lereng 30-70% 
f.   Wilayah sudut lereng >70% 
 
Kondisi topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari 
wilayah datar sampai bergunung-gunung. Hampir semua wilayah di 
Kabupaten Maros terdapat daerah daratan dengan kemiringan lereng 0 – 2 % 
merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah sekitar 70.882 Ha 
atau sebesar 43,8 % dari total wilayah Kabupaten Maros, sedangkan daerah 
yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada kemiringan 2 – 5 % 
dengan luas wilayah 9.165 Ha atau sebesar 6 % dari luas total wilayah. 
Untuk pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan 0 – 2 % dominan 
berada pada sebelah Barat. Daerah yang mempunyai kemiringan lereng di 
atas 40 % atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha 
atau sebesar 30,8 % dari luas wilayah Kabupaten Maros yang berada pada 
sebelah timur wilayah Kabupaten Maros. 
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Gambar 4.1. Peta Topografi 
Dari informasi diatas , dapat disimpulkan bahwa wilayah hulu DAS 
Maros sudah dalam keadaan kritis, dikarenakan erosi dan pengikisan bibir 
sungai. 
Hal ini sangat mempengaruhi aliran air sungai Maros pada musim 
hujan maupun musim kemarau. Ketersediaan air untuk irigasi pada musim 
kemarau sudah mulai menurun. 
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4.1.2.  ADMINISTRASI 
Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.619,12 
km dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 14 wilayah kecamatan 
dan 103 desa/ kelurahan.  
Kedudukan secara administratif berbatasan dengan : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
Tabel 4.3. Desa/kelurahan, lingkungan, dusun, rukun warga / rukun kampung dan 
rukun tetangga menurut kecamatan tahun 2010 
Kecamatan Desa/Kelurahan Lingkungan Dusun 
Mandai 
Moncongloe 
Maros Baru 
Marusu 
Turikale 
Lau 
Bontoa 
Bantimurung 
Simbang 
Tanralili 
Tompobulu 
Camba 
Cenrana 
Mallawa 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
9 
8 
6 
8 
8 
8 
7 
11 
10 
0 
11 
0 
31 
19 
3 
4 
0 
2 
0 
6 
0 
3 
16 
17 
13 
25 
0 
6 
34 
33 
24 
30 
35 
22 
33 
32 
Jumlah 103 89 320 
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Sumber: Badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kab.Maros(Maros 
dalam angka 2010 
 
 
Gambar 4.2. Peta administrasi 
 
4.1.3. KEPENDUDUKAN 
4.1.3.1. Kepadatan Penduduk 
Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan sensus penduduk Tahun 
2010 berjumlah 319.020 jiwa, yang tersebar di 14 kecamatan, dengan jumlah 
penduduk terbesar yakni 41.294 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. 
Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 
lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin 
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dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Namun di Kecamatan 
Mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin laki-lakil lebih besar dari 
100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut lebih 
besar dari penduduk perempuan. 
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan 
Turikale,1.380 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 
45 jiwa/km2. 
 
Tabel 4.4 Tingkat Kepadatan penduduk menurut Kecamatan 
Kecamatan Luas % Jumlah 
penduduk(orang) 
% Kepadatan 
penduduk 
Mandai 
Moncongloe 
Maros Baru 
Marusu 
Turikale 
Lau 
Bontoa 
Bantimurung 
Simbang 
Tanralili 
Tompobulu 
Camba 
Cenrana 
Mallawa 
49,11 
46,87 
53,76 
53,73 
29,93 
73,83 
93,52 
173,70 
105,31 
89,45 
287,66 
145,36 
180,97 
235,92 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,05 
0,06 
0,11 
0,07 
0,06 
0,18 
0,09 
0,11 
0,15 
 
35.044 
16.939 
23.987 
25.226 
41.319 
24.201 
26.573 
28.078 
22.209 
24.456 
14.104 
12.554 
13.593 
10.719 
21,64 
10,46 
14,81 
15,58 
25,52 
14,95 
16,41 
17,34 
13,72 
15,10 
8,71 
7,75 
8,40 
6,62 
714 
361 
446 
469 
1.381 
328 
284 
162 
211 
273 
49 
86 
75 
45 
Jumlah total 1.619,12  319.002  197 
Sumber; BPS Kab.Maros(Maros dalam angka 2010) 
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4.1.3.2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Struktur penduduk menurut mata pencaharian dimaksudkan untuk 
melihat struktur lapangan kerja sebagai mata pencaharian utama masyarakat 
di kabupaten Maros. Adapun lapangan kerja masyarakat di kabupaten Maros 
meliputi; PNS/TNI-POLRI, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, 
peternakan, perikanan dan wiraswasta. 
 
4.1.4.  Pendidikan 
Pembagunan bidang Pendidikan bertujuan utuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu 
negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, 
karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun 
ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin 
meningkat , hal ini berkaitan dengan dengan berbagai program yang 
dicanagkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat 
untuk mengenyam bangku pendidikan. Peninhkatan partisipasi pendidikan 
untuk memperoleh pendidikan tentunya harus diikuti dengan peningkatan 
penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidikan yang memadai. 
Kebutuhan fasilitas pendidikan sangat tergantung pada jumlah 
penduduk usia sekolah. Sesuai standar kebutuhan untuk keberadaan fasilitas 
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pendidikan didasarkan pada jumlah ruang kelas , radius pelayanan setiap 
fasilitas dan lahan yang dibutuhkan.  
4.1.5.   Sosial Masyarakat 
Sikap dan prilaku manusia dalam melaksanakan kehidupannya pada 
dasarnya dilandasi dengan keyakinan dan agama yang dianut dan menjadi 
pedoman yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat. Struktur Penduduk menurut agama di kabupaten Maros 
didominasi oleh penduduk yang menganut agama Islam. Perkembangan 
pembangunan dibidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana 
peribadatan masing-masing agama.  
4.1.6.   PEREKONOMIAN 
4.1.6.1   Pertumbuhan Ekonomi 
Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari 
perkembangannya PDRB nya . Nilai PDRB kabupaten Maros selama kurun 
waktu tahun 2005-2009 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . hal ini 
dipengaruhi oleh prodduksi beberapa jenis komoditas kegiatan ekonomi yang 
mengalami peningkatan , disamping itu harga komoditas beberapa jenis 
kegiatan ekonomi tersebut juga mengalami peningkatan.  
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Gambar 4.3.  Grafik Nilai dan Kontribusi sektor PDRB tahun 2007 s/d 2011 atas dasar 
harga Konstan Kab.Maros 
 
4.1.7.   Perekonomian Daerah 
Sebagian besar dari luas wilayah kabupaten Maros merupakan dataran 
rendah sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor- sektor pertanian, 
perkebunan, peternakan dan perikanan. Kawasan pantai sepanjang 31 km 
sangat sesuai dengan kegiatan pengelolaan hasil laut. Disamping itu potensi 
perairan Pantai tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata bahari. 
4.1.7.1.   Pertanian  
Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang 
memiliki pengusahaan pertanian tanaman pangan pertanian yang sangat 
strategis di provinsi Sulawesi selatan. Luas baku areal persawahan tahun 
2009 mencapai 25.919 Ha. Total areal persawahan yang paling luas adalah 
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kecamatan Bantimurung mencapai 3.908 Ha. Total produksi padi pada tahun 
2009 sebesar 271.570 ton dengan luas panen 44.907 Ha. Produksi jagung 
sebesar 24.899 Ton dengan luas panen 5.000 Ha. Hasil produksi perkebunan 
rakyat yang utama adalah kemiri(sekitar 5.500-6.000 ton) dan jambu mente 
sekitar 5.00-1.000 ton. Produksi hasil hutan terdiri dari Kayu Jati sekitar 
850.000 ton, bambu 175.000 batang, rotan 400.000 ton dan getah pinus 
sekitar 550.000 kg. 
 
4.1.7.2.   Peternakan 
Populasi ternak di kabupaten Maros adalah Sapi, kerbau dan kambing 
dan unggas.Pada tahun 2009 berdasarkan Sumber data dari Dinas 
Perikanan, kelautan dan peternakan kab. Maros Jumlah populasi Sapi 
sebanyak 30.403 ekor, sedangkan kerbau 4.041 ekor dan Kambing 11.569 
ekor, kuda 4.452 ekor.Untuk populasi ternak unggas, ayam kampung 
sebanyak 390.351 ekor, total ayam petelur 212.723 ekor, ayam pedaging 
7.982.504 dan itik 241.706 ekor. 
 
4.1.7.3.   Perikanan 
Usaha perikanan kabupaten Maros terdiri atas perikanan laut dan 
perikanan darat. Produksi perikanan laut pada tahun 2009 adalah 13.534 ton, 
dengan jenis tangkapan ikan, teripang dan kepiting.Sedangkan untuk 
produksi perikanan darat sebesar 506,6 ton yang terdiri atas ikan bandeng 
dan windu. 
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4.1.7.4.   Pertambangan dan galian 
Komoditas unggulan yang lain di kabupaten Maros adalah sektor 
pertambangan. Namun baru sebagian kecil dieksploitasi. Dengan demikian 
peranannya terhadap PDRB kabupaten Maros relatif sangat rendah yaitu 
berkisar 1,30 persen. 
 
4.1.7.5.   Perdagangan 
Peluang pengembangan sektor perdangan kabupaten Maros, sangat 
potensial  dengan posisi strategis sebagai wilayah pendukung Mamminasata. 
Kegiatan perdagangan dengan skala besar adalah kegiatan ekspor yang 
dilakukan oleh beberapa perusahaan meliputi ekspor kancing, kayu jati, dan 
marmer yang semuanya itu diproduksi secara lokal. Kegiatan perdagangan 
potensi produksi wilayah lainnya adalah semen yang masih masuk tahap 
perdagangan antar pulau , antar daerah. 
 
4.1.7.6   Perindustrian 
Sektor industri kabupaten Maros menunjukkan kecenderungan 
meningkat baik dilihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, 
maupun nilai investasinya. Industri kabupaten Maros terbagi atas tiga 
kelompok yaitu industri besar, menengah dan kecil. Kegiatan industri 
kabupaten Maros telah ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Lokasi 
industri umumnya berada pada jalur utama(jalan arteri), berdasarkan RTRW 
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kabupaten Maros dan rencana tata ruang kawasan metropolitan 
Mamminasata, kawasan industri ditetapkan di kecamatan Marusu. 
 
4.1.7.7.   Pariwisata 
Potensi Sumber daya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya 
adalah potensi wisata alam seperti permandian alam Bantimurung, Cagar 
alam Karaenta, taman wisata alam Goa Pattunuang, taman safari puncak, 
permandian air panas Reatoa, air terjun Lacolla dan bonto somba, Batu 
Napara / sungai putedan pasir putih Kuri.Potensi wisata lainnya adalah taman 
purbakala leang-leangyang terletak pada perbukitan kapur yang curam, 
sekitar 17km dari kota Maros. Sebagian dari objek-objek wisata tersebut 
masih belum dikembangkan dan dikelola secara profesional. Khusus untuk 
objek wisata alam Bantimurung dengan kondisi alam tropis yang subur 
menjadikan daerah ini sebagaipermukiman yang ideal dari berbagai jenis 
Kupu-kupu, dimana pada saat ini tercatat sekitar 150 jenis kupu-kupu yang di 
daerah lain sudah amat sulit ditemukan.  
4.1.8.  VISI dan MISI Kabupaten Maros 
4.1.8.1.   Visi 
Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui 
Pemerintahan yang bersih dan profesional. 
Yang Sejahtera menurut pengertian Kementerian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi 
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kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu 
pangan, sandang, papan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan 
kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. 
Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat 
beriman dan takwa kepada Tuhan yang maha Esa. 
Berdasarkan pengertian tersebut indikatornya adalah tercukupinya 
kebutuhan minimum hak dasar yang meliputi; pangan, kesehatan, pedidikan, 
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, 
dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. 
Yang dimaksud beriman adalah menjalankan ibadah yang telah 
disyariatkan oleh agama, ini mencakup aspek amalan hati, perkataan dan 
perbuatan dan tunduk kepada Allah, terhadap perintah dan larangannya. 
Indikatornya adalah dilaksanakannya nilai- nilai keagamaan bagi para 
pemeluk agama. 
Yang dimaksud Pemerintahan yang bersih dan professional adalah 
pemerintah yang menjalankan prinsip-prinsip Good Governance yang 
meliputi 10 prinsip yaitu: 
a.    kuntabilitas 
Setiap kegiatan dan hasil akhir dari pembangunan daerah harus dapat 
dipertanggung jawabkan  kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
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kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentua peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b.    Pengawasan 
Setiap kegiatan pembangunan daerah dipantau secara proporsionalbaik 
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau rakyat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c.    Daya tanggap 
Tingkat kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap 
perkembangan dan dinamika masyarakat untuk penanganan segera. 
d.    Profesionalisme  
Tingkat kemampuan penyelenggara pemerintah yang menguasai 
bidangnya sehingga mampu memberi pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. 
 
 
e.    Efesiensi dan Efektifitas  
Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan 
sumber daya secara optimal dengan hal yang maksimal. 
f.    Transparansi 
Keterbukaan informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
g.    Kesetaraan  
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Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. 
h.    Wawasan ke depan 
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas dan 
mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga 
warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan 
daerahnya. 
i.    Partisipasi 
Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pembangunan, yang menyangkut 
kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 
 
 
j.    Penegakan hukum 
Mewujudkan supremasi hukum yang adil bagi semua pihak tanpa 
pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
 
4.1.8.2.   Misi 
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan mendorong secara 
sungguh-sungguh simpul perekonomian; 
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2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan melalui penciptaan iklim,  
usaha yang kondusif; 
3. Penataan biroksasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan; 
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi  
masyarakat; 
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; 
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan; 
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan; 
9. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup. 
 
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka upaya 
pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam 
perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, untuk 
mengukur ketercapaian kinerja maka dirumuskanlah pula indikator sebagai 
tolak kinerja. 
4.1.9.    INSTITUSI DAN ORGANISASI PEMDA 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dilakukan 
penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga dalam kurun waktu tahun 2008 
telah diberlakukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.  
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Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada awalnya Pemerintah 
Kabupaten Maros telah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang 
terdiri dari 15 (lima belas) dinas, 7 (tujuh) badan, 6 (enam) kantor termasuk 
Inspektorat, Satpol PP dan RSUD, serta 2 (dua) sekretariat, sebagaimana 
ditunjukkan di bawah ini : 
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
6. Dinas Pekerjaan Umum 
7. Dinas Tata Ruang dan Perumahan 
8. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 
9. Dinas Pengelola Keuangan Daerah 
10. Dinas Pertambangan dan Energi 
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
12. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran 
13. Dinas Pertanian 
14. Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan 
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
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18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
19. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
20. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
21. Bdan Kepegawaian Daerah dan Diklat 
22. Badan Lingkungan Hidup 
23. Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu 
24. Kantor Perpustakaan dan Arsip 
25. Kantor Pengelola Daerah Kawasan dan Penanaman Modal 
26. Inspektorat 
27. Rumah Sakit Umum Salewangang 
28. Satuan Polisi Pamong Praja 
29. Sekretariat Daerah 
30. Sekretariat DPRD 
Seiring dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas penyelenggaraan 
pemerintahan senantiasa dilaksanakan, sehingga sampai dengan akhir 
Desember Tahun 2010 telah dilakukan penyesuaian/perubahan Organisasi 
Perangkat Daerah dan berlaku efektif pada Tahun 2011 sebagai berikut : 
1. Dinas Pendidikan 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
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6. Dinas Pekerjaan Umum 
7. Dinas Tata Ruang dan Perumahan 
8. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 
9. Dinas Pengelola Keuangan Daerah 
10. Dinas Pertambangan dan Energi 
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
12. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman 
13. Dinas Pertanian 
14. Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan 
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
16. Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan 
17. Dinas Pemuda Olah Raga dan Seni 
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
21. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
22. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
23. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
25. Badan Lingkungan Hidup 
26. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
27. Kantor Perpustakaan dan Arsip 
28. Kantor Pendapatan Daerah 
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29. Inspektorat 
30. Rumah Sakit Umum Salewangang 
31. Satuan Polisi Pamong Praja 
32. Sekretariat Daerah 
33.   Sekretariat DPRD 
34.   Sekretariat KORPRI 
 
4.2.  Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros 
Dinas Pemuda, Olahraga dan Seni Kabupaten Maros dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tanggal 03 
Januari  2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Maros. Dinas Pemuda Olahraga dan Seni yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yaitu Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M. Si dan Kantor Dinas Pemuda dan 
Olahraga Pemuda dan Olahraga beralamat di Jl. Pallantikang Maros. 
 
4.2.1.  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Seni         
Kabupaten Maros 
4.2.1.1.  Tugas Pokok 
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Pemuda Olahraga dan 
Seni dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi yang 
meliputu fungsi: perumusan kebijakan teknis, pengelola unit pelaksana teknis 
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daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, 
pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain 
yang diberikan Bupati. 
 
4.2.1.2. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai Fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan 
olahraga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 
kejuruan, pendidikan anak usia dini, pendidikan luar sekolah, 
kepemudaan, olahraga dan seni. 
b. Perencanaan meliputi perumusan rencana dan program di bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi pendidikan dasar, 
pendidikan menengah dan kejuruan, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
luar sekolah, kepemudaan, olahraga dan Seni 
c. Pelaksana penetapan kebijakan operasional pendidikan kabupaten sesuai 
dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
d. Pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan administrasi keuangan 
dan pelaporan, pembinaan administrasi hukum dan kepegawaian, 
pembinaan administrasi umum dan perlengkapan; 
e. Pelaksanaan pengawasan kesiswaan, keuangan, ketatalaksanaan, alat-
alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis dan 
kurikulum 
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f. Pelaksana penyediaaan sistem informasi manajemen pendidikan 
kabupaten Maros 
g. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan atau rekomendasi 
pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan 
pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. 
h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pemuda Olahraga 
dan Seni; 
i.  Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian 
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD Dinas Pemuda Olahraga 
dan Seni. 
j.   Melaksanakan tugas-tugas lain yangdiberikan oleh Bupati; 
 
4.2.2. Visi dan Misi 
4.2.2.1. Visi 
Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi 
pemerintah harus dibawa dandiarahkan agar dapat berkarya secara 
konsisten dan tetap eksis,  antisipastif,  inovatif serta produktif.   
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan  yang  
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan 
mengacu pada pemikiran tersebut,  visi Dinas Pemuda,  Olahraga dan Seni 
Kabupaten Maros adalah: “Pemuda, olahraga dan seni Maros lebih baik 
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dan berdaya saing tinggi.” Secararingkas, visi Dinas Pemuda,  Olahraga 
dan SeniKabupaten Maros tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 
A. Dinas Pemuda,  Olahraga dan Seni sebagai satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) dan pelaksana urusan  di  bidang pemuda, olahraga dan 
seni,  memiliki komitmen kuat meningkatkan profesionalisme sumberdaya  
manusia  di  bidang kepemudaan,  keolahragaan dan kesenian dalam rangka 
mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 
B. Komitmen tersebut dapat dicapai apabila Dinas Pemuda,  Olahraga dan 
Seni Kabupaten Maros mampu mewujudkan citra kelembagaan dan tata 
kelola dinas / SKPD yang lebih baik dan profesional.  
 
4.2.2.2. MISI 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Sebagai penjabaran visi tersebut,  
Dinas Pemuda,  Olahraga dan Seni  (Dispori)   Kabupaten Maros 
menetapkan misi sebagai berikut: 
a. Mewujudkan citra kelembagaan dan tata kelola Dispori yang  bersih dan 
profesional; 
b. Meningkatkan kemampuan pemuda melalui penyadaran,  pemberdayaan 
dan pengembangan kepemudaan; 
c.  Meningkatkan kewirausahaan pemuda  yang inovatif, kreatif dan produktif; 
d. Melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing  di tingkat 
nasional; 
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e. Menghasilkan tenaga-tenaga keolahragaan  yang  handal melalui  
pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang dan sistematis; 
f.   Mengangkat kesenian daerah dan dikenal di tingkat nasional; 
g.  Melestarikankeseniandaerahmelalui festival senitradisional; 
h.  Menumbuh kembangkan kesenian daerah & modern secara terpadu. 
 
4.2.3.  Tupoksi Struktur Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
4.2.3.1.Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
a. Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
dibidang pemuda olahraga dan seni. 
 
b. Fungsi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Seni seperti berikut : 
1) Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemuda dan olahraga. 
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang     
     pemuda olahraga dan seni. 
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda olahraga dan seni. 
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan    
     tugas dan fungsinya 
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4.2.3.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat. 
a. Tugas Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas mernyelenggarakan urusan atministrasi 
umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, kelembagaan, kehumasan, 
kepegawaian, keuangan dan program.  
 
b. Fungsi sekretariat : 
Fungsi sekretariat Dinas Pemuda  Olahraga dan Seni adalah sebagai 
berikut: 
1) Mengelola administrasi dan urusan umum . 
2) Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan. 
3) Pelaksanaan urusan Organisasi, tatalaksana dan kehumasan. 
4) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 
5) Pelaksanaan urusan keuangan. 
6) Pelaksanaan urusan program. 
7) Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua satuan    
     unit kerja di lingkungan Dinas.     
8) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas    sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
4.2.3.3. Tugas dan Fungsi Bidang Pemuda 
a. Tugas bidang pemuda : 
Kepala Bidang pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, 
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pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang kepemudaan, 
meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan. 
 
b. Fungsi Bidang Pemuda : 
Fungsi Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Seni adalah 
sebagai berikut : 
1) Penyusunan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja,    
     produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan. 
2) Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan 
lembaga kepemudaan. 
3) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan. 
4) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberika oleh kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
4.2.3.4. Tugas dan Fungsi Bidang Olahraga 
a. Tugas bidang olahraga : 
Kepala bidang olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
olahraga terhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah / kampus serta 
pembinaan olahraga masyarakat. 
 
b. Fungsi Bidang Olahraga : 
Bidang olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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1) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak 
prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta 
masyarakat. 
2)  Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, 
pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat. 
3)  Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah 
pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus serta masyarakat. 
4)  Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan 
masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan. 
5)  Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, 
wasit, official dan Pembina olahraga. 
6)  Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberika oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
4.2.3.5. Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana 
a. Tugas Bidang Sarana Dan Prasarana : 
Kepala bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan rekomondasi pembangunan, pengadaan, 
pengelolaan Sarana Dan Prasarana kepemudaan keolahragaan dan Seni. 
 
b. Fungsi Bidang Saranadan Prasarana: 
Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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1)  Penyusunan rencana pembagunan dan perawatan sarana dan 
prasarana kepemudaan serta keolahragaan. 
2)  Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana 
kepemudaan dan keolahragaan. 
3)  Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. 
4)  Pemberian rekomendasi pembangunan prasarana kepemudaan dan 
keolahragaan. 
5)  Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
4.2.3.6. Tugas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.  
Tugas unsur pelaksanaan teknis operasional dinas adalah 
melaksanakan sebagai tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu. 
 
4.2.3.7. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 
Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan 
peraturan perudang undangan yang berlaku. 
 
4.3   Penetapan dan pelaksanaan kebijakan  
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 
Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa, ” Sistem 
keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling 
terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu 
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kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, 
pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan 
keolahragaan nasional.” Undang-Undang tersebut pada Bab VII pasal 21 
sampai dengan pasal 30 telah mengatur jelas bagaimana cara Pemerintah 
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. 
Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan 
tanggungjawabnya.Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 
tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga 
merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan 
nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada 
kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. 
Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, 
otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, 
transparansi dan akuntabilitas.Sistem pengelolaan, pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi 
daerah guna mewujdkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan 
secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan dan 
pembinaan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara biasa tetapi 
harus ditangani secara serius dan  professional. Penggalangan sumber daya 
untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui 
pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara 
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harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip  
transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan  
informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua 
pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan 
semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan 
kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan  berjalannya 
mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan 
sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai. 
Sekali lagi digambarkan dalam UU tersebut bahwa sistem 
keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan 
yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk 
mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara 
lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan 
prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan 
termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga 
nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh 
subsistem keolahragaan nasioanl diatur dengan memperhatikan keterkaitan 
dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan 
berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui 
peningkatan koordinasi antar lambaga yang menangani keolahragaan, 
pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya 
manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan 
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sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan 
olahraga secara menyeluruh. 
Pada tingkat Provinsi jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai asas desentralisasi, 
otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan,kemitraan, 
transparansi dan akuntabilitas, bahwa pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna 
mewujdkan kemampuan daerah mengembangkan kegiatan keolahragaan 
secara mandiri. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani 
secara biasa tetapi harus ditagani secara profesional. 
Dalam rangka membudayakan olahraga dan meningkatkan prestasi 
untuk kemajuan pembangunan olahraga, beberapa permasalahan perlu 
diidentifikasi.Majunya olahraga suatu daerah atau bangsa bisa dilihat dari 
segi bagaimana manajemen dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak 
untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk 
membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan 
dalam hal ini masalah keolahragaan, termasuk Pemerintah Daerah 
kabupaten Maros, Kabupaten Maros membuat struktur organisasi, yakni 
Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan 
tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-
organisasi sosial terkhusus di bidang olahraga. 
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Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 
adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Seni yang kemudian disingkat dengan 
Dispori. Sebagaimana berdasar pada peraturan daerah kab. Maros No. 4 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah 
Kabupaten Maros, dijelaskan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 
diubah dan dibentuk menjadi dua yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Maros 
berdasarkan Ketentuan Bab IV dan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
berdasarkan Bab XVII A. 
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni membawahi 3 bidang, yakni bidang 
Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian.Bidang Keolahragaan kemudian 
bertanggung jawab pada Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga 
Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan 
Masyarakat serta pengadaan sarana dan Prasarana. 
Dinas Pemuda, Olahraga dan Seni adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
sebuah Kabupaten. Disamping itu Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan 
urusan di bidang pemuda olahraga dan seni berdasarkan asas desentralisasi 
dan tugas pembantuan. 
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4.4.  Peran DISPORI dalam Pembinaan Olahraga 
Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali dalam berbagai 
potensi daerah yang akan direpresentasikan di tingkat pusat. Sebagai 
pemegang kendali olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Seni sangat 
berperan dalam pembinaan Atlet. Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 3 
tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan Nasional pasal 21 yakni : 
“1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan 
pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan 
dan tanggung jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, 
ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan 
sarana, serta penghargaan keolahragaan. (3) Pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan 
olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan 
peningkatan prestasi. (4) Pembinaan dan pengembangan 
keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, 
dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga 
untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.” 
 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan olaeh bapak Dr. H. Ilham 
Syah Azikin, M. Si. selaku kepala Dinas Pemuda Olahraga dan seni  bahwa : 
“Peranan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni sangat penting 
khususnya terhadap tingkat pemuda dan pelajar   yang   merupakan   
bagian   yang   sangat fundamental dalam melahirkan atlet-atlet 
handal, kami bisa mengupayakan dalam menyaring atlet bibit berbakat 
melalui kegiatan olahraga seleksi dan latihan untuk melaksanakan 
POPDA dalam berbagai cabang olahraga yang potensial. Kami hanya 
bisa berperan dalam penyediaan fasilitas latihan dan memberikan 
dukungan penuh terhadap pelaksanaan latihan”(wawancara tangal 10 
agustus 2016 ). 
 
Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak As’ad 
Batjolleng, S.Pd, M.Pd sebagai Kepala bidang olahraga Dispori Kabupaten 
Maros  bahwa : 
69 
 
“Dinas Pemuda Olahraga dan Seni sangat penting dalam pembinaan 
atlet tingkat pelajar  dan  pemuda  untuk  mendapatkan  atlet-atlet  
yang  berprestasi. Biasanya kami berperan dalam melakukan 
pembinaan kepada klub-klub olahraga potensial, melaksanakan 
pertandingan tingkat pelajar setiap tahun, dan memfasilitasi 
penjaringan atlet berprestasi”(wawancara tanggal 15 agustus  2016). 
 
Sesuai dengan program kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
kabupaten Maros maka Dinas Pemuda  Olahraga dan Seni di bidang 
olahraga memiliki program kerja sebagai berikut : 
Program Keolahragaan Tahun 2016 : 
1. Program Pengembangan Kebiajakan dan Manajemen Olahraga 
Kegiatan : 
a. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu 
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 
b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 
c. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 
d. Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat 
e. Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Keolahragaan Masyarakat 
f. Penyelenggaaan Olahraga Tradisional 
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 
b. Pemeliharan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 
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Tabel 4.5. Prestasi Kabupaten Maros pada PORDA tahun 2006,2010, 
dan 2014 
Tahun Peringkat 
2006 11 
2010 6 
2014 10 
 
Sumber; Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Kabupaten Maros 2016 
 
Sesuai dengan data pada table di atas peringkat Kabupaten Maros 
Mengalami Penurunan yang cukup signifikan pada tahu 2014 dan sesuai 
pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa pembinaan terhadap atlet di 
Kabupaten Maros kurang berkesinambungan. Atlet hanya mendapatkan 
penghargaan dan berbagai pelayanan pada saat ada event kejuaraan, 
setelah selesai acara dan tidak ada lagi kejuaraan maka pada umumnya atlet 
tidak lagi diperhatikan dan akan dicari pada saat menjelang ada lagi 
kejuaraan. Ini merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah pada 
umumnya dan Dinas Pemuda dan Olahraga pada khususnya agar kiranya 
ada jaminan khusus bagi atlet yang telah mengharumkan nama daerah. 
 
 Agar peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, 
Kebudayaan, dan Pariwisata dapat berpengaruh dalam pembinaan olahraga 
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dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam pendanaan, penyedia 
sarana dan prasarana, serta penghargaan atlet sebagai berikut : 
 
4.5. Peran DISPORI dalam Pendanaan Olahraga 
Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber 
pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan 
keberlanjutan.  
 
Tabel 4.6.  Anggaran Keolahragaan Kabupaten Maros 
Tahun Jumlah Anggaran 
2015 1.875.475.000 
2016 1.418.795.000 
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Maros 2016 
 
Anggaran diatas bersumber dari APBD yang dialokasikan khusus 
untuk Bidang olahraga DISPORI  Kabupaten Maros untuk dikelola dalam 
proses pembinaan keolahragaan. 
Sesuai dengan Undang-Undang maka sumber pendanaan 
keolahragaan dapat diperoleh dari:  
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a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku;  
b. kerja sama yang saling menguntungkan;  
c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;  
d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau  
e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip 
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana keolahragaan 
yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan 
dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
 
Sebagai komponen dalam pemerintah daerah Dinas Pemuda  
Olahraga dan Seni sangat berperan dalam pengalokasian dana untuk 
keberlanjutan kegiatan olahraga di Kabupaten Maros. Hal senada 
diungkapkan oleh bapak Kepala DISPORI Kabupaten Maros  bahwa : 
“Sebagai dinas yang mengawal kegiatan keolahragaan tentu saja ini 
merupakan ranah kerja yang sekaligus program kerja kami. Masalah 
pendanaan itu kami yang programkan, selanjutnya di masukkan dalam 
APBD kemudian dilaksanakan oleh DISPORI” (wawancara tanggal 10 
agustus 2016 ). 
 
Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak As’ad Batjolleng, S.Pd, 
M.Pd  selaku kepala Bidang olahraga di DISPORI Kabupaten Maros  bahwa : 
“Setiap pendanaan kegiatan olahraga yang melalui DISPORI mengacu 
pada program kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan 
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anggaran (DPA) yang disusun oleh bidang keolahragaan setiap tahun 
anggaran. Dana kegiatan akan dikucurkan oleh Pemerintah Daerah 
melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(BPKD)” (wawancara pada tanggal 15 Agustus 2016 ). 
 
Hal ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh Pak Mail sebagai 
pelatih olahraga Volli  bahwa : 
“Mengenai alur pendanaan, saya hanya bisa menerima dana dari 
pemerintah untuk keperluan atlet khususnya PORDA dari DISPORI 
bisa juga langsung ke atlet atau dari pihak swasta yang juga ikut 
mendanai dan memfasilitasi terutama sepak bola” (wawancara 
Tanggal 19 Agustus 2016). 
 
Sesuai dengan pengamatan penulis bahwa dana bisa dinikmati oleh 
atlet namun dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan 
berbagai keperluan sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama daerah. 
Dana itu juga bisa dapatkan dari pihak swasta dengan mengajukan proposal 
permohonan dana, itu pun hasilnya dibagi-bagi dengan pelatih. Dana yang 
didapatkan dari DISPORI atas nama PEMDA hanya sebagian kecil, 
selanjutnya dana bisa diperoleh berasal dari inisiatif sendiri dan kesatuan 
olahraga yang digeluti oleh atlet. 
. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Panji sebagai 
masyarakat yang biasa menjadi sponsor dalam kegiatan olahraga  yakni : 
“Itu dana kalau ada kegiatan olahraga biasanya dananya 
diperjuangkan oleh official, ada dana dari pihak pemerintah tapi biasa 
juga dimasukkan proposalnya ke pihak pengusaha. Saya biasa juga 
memberi dana bantuan dan kegiatan turnamen sepak bola yang 
diadakan berjalan lancar. Kita mau memberi bantuan dan karena ada 
juga keuntungan yang kita dapat, nanti di lapangan itu dikenal usahaku 
karena dipasang biasa di spanduk atau biasa juga dicetak pada baju-
baju panitia” (wawancara Tanggal 19 Agustus 2016). 
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 Berdasarkan pengamatan penulis pendanaan dalam adalah faktor 
yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam proses 
pembinaan olahraga. Apalagi dalam setiap penyediaan kebutuhan atlet 
pastinya membutuhkan dana yang cukup besar.   
 
4.6. Peran DISPORI sebagai Penyedia Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat 
fundamental dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas yang 
memadai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakakatnya di medan 
latihan. Di sini sangat diharapkan adanya kontribusi lebih dari pemerintah 
dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Seni. 
Sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, pasal 67 bahwa : 
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung 
jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan 
prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan 
Pemerintah dan pemerintah daerah. 
(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus 
memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah 
setempat.  
(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi 
jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.  
(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) 
diatur dengan Peraturan Presiden.  
(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan 
perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan 
prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan 
kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya 
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diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik 
pemerintah daerah setempat.  
(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan 
prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau 
pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau 
persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.” 
 
 
 
Tabel 4.7 Anggaran pemeliharaan fasilitas olahraga  
KabupatenMaros 
Tahun Jumlah Anggaran 
2015 10.000.000 
2016 20.000.000 
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Maros 2016 
Tabel 4.8 Fasilitas Olahraga Kabupaten Maros 
No. Fasilitas Olahraga Jumlah 
1 Lap. Sepak bola 30 
2 Lap. Bola Basket 6 
3 Lap. Volly 35 
4 Kolam renang 3 
5 Lap. Bulu tangkis 18 
6 Lap. Tenis meja 16 
7 Takraw 26 
8 Futsal 4 
9 Lap. Tembak 2 
10 Lap. Panahan 1 
76 
 
11 Tinju 2 
12 Lap. Tenis 1 
 Total 144 
Sumber : Dispori Kabupaten Maros 2016 
 
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Dr. H. Ilham Syah Azikin 
M.Si  bahwa : 
“Mengenai sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Maros itu 
selalu diupayakan dan itu memang program DISPORI yang akan 
direalisasikan oleh PEMDA” ( Wawancara tanggal 10 Agustus 2016). 
 
Hal senada dengan yang dikatakan oleh bapak Didin Selaku pengurus 
KONI  bahwa : 
“Sarana dan prasarana olahraga disini pengadaan dan 
pembangunannya pada umumnya dilakukan berdasarkan hasil 
musrembang tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, dan 
disahkan oleh pihak PEMDA. Pemanfaatannya pun sampai sekarang 
masih banyak dikeluhkan” (wawancara Tanggal 20 Agustus 2016). 
 
 Sarana dan Prasarana olahraga ialah kewajiban bagian penting yang 
harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan yang tercantum 
Undang Undang No 3 Tahun 2005, karena kualitas atlet sangat di pengaruhi 
oleh kualitas sarana prasana di daerah. Sesuai undang undang pemerintah 
wajib memperhatikan pembinaan olahraga, salah satunya dengan 
penyediaan sarana prasarana olahraga untuk masyarakat. Hal ini bertujuan 
agar bibit atlet dapat terbentuk sejak dini.   
  
77 
 
4.7. Peran DISPORI dalam penghargaan Prestasi Atlet 
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh  bapak  As’ad Batjolleng  
selaku Kepala Bidang Olahraga DISPORI  bahwa : 
“Bagi atlet Maros di sini sudah ada perhatian pemerintah atau 
penghargaan yaitu adanya  Uang Pembinaan yang dibagikan namun 
itu selalu dimintakan agar ditambahkan” (wawancara Tanggal 15 
Agustus 2016). 
 
Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Didin 
selaku Sekertaris Umum KONI Maros bahwa : 
“Kami sangat mendukung dan selalu berupaya agar penghargaan 
yang diberikan kepada atlet selalu dimaksimalkan, karena 
penghargaan tersebut merupakan dorongan dan motivasi agar atlet 
terus berprestasi lebih baik” (wawancara tanggal 20 Agustus 2016). 
 
Kemudian ditambahkan oleh bapak Mail sebagai pelatih Olahraga 
Cabang Volli bahwa : 
“Kalau penghargaan ya, atlet berprestasi kan merupakan salah satu 
aset daerah yang perlu mendapatkan apresiasi atas prestasi yang 
diraih dalam bentuk pemberian penghargaan atas jasanya yang telah 
mengharumkan nama daerah”. (wawancara Tanggal 19 Agustus 
2016). 
 
Hal ini tidak berbeda dengan yang dikatakan oleh Musdalifah sebagai 
atlet pemanjat tebing bahwa : 
“Saya kira ya syukur Alhamdulillah penghargaan yang diterima oleh 
atlet cukup baik di mana pemerintah telah memberikan Uang 
Pembinaan kepada beberapa atlet yang berhasil meraih medali dalam 
beberapa kejuaraan. Tapi mungkin bentuk penghargaan itu jumlahnya 
perlu ditambah supaya atlet bisa lebih semangat berlatih” (wawancara 
Tanggal 22 Agustus 2016). 
 
 Penghargaan terhadap atlet daerah merupakan tanggung jawab 
DISPORI dan perlu diperhatikan agar semangat kompetisi yang dimiliki para 
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atlet daerah lebih besar dan tentu saja hal ini memiliki dampak besar dalam 
peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros. 
 
4.8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DISPORI dalam 
Pembinaan Olahraga 
Berdasarkan dari berbagai uaraian di atas mengenai Peran 
Pemerintah Daerah dalam pembinaan olahraga yaitu mengenai peran 
sebagai pengalokasian dana olahraga, penyediaan sarana dan prasarana 
olahraga, serta sebagai pemberian penghargaan terhadapa atlet, tidak 
terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi 
masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta pembinaan atlet 
yang kurang  berkesinambungan sehingga banyak atlet yang meskipun telah 
memperoleh prestasi di bidangnya tetapi merasa tidak dipedulikan lagi 
setelahnya. 
 
Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi 
prestasi dan kesejahteraan diri para atlet. Walaupun  demikian, terdapat pula 
beberapa hal yang mendukung peranan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
dalam pembinaan atlet. Hal pendukung tersebut antara lain tingginya minat 
dan bakat para atlet untuk terus berlaga di lapangan olahraga, serta adanya 
official yang masih berpengaruh di bidang olahraga. 
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Jadi dapat diuraikan ada dua faktor yang berpengaruh dalam peranan 
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni  dalam pembinaan olahraga di Kabupaten 
Maros yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat sebagai berikut: 
   
4.8.1. Faktor Pendukung 
Sebagai lembaga pemerintahan yang menangani masalah olahraga 
dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, dan Seni di Kabupaten Maros tentu 
saja memiliki rasa kebanggaan tersendiri melihat atletnya unggul di medan 
laga. Itu semua bisa terwujud dari tingginya kerjasama antar stekhoulder dan 
tidak terlepas dari tingginya minat dan bakat dari masing-masing peserta 
olahraga. 
 
Hal tersebut tidak terhenti hanya sampai di sini. Pembinaan olahraga 
yang menghasilkan prestasi dan kesejahteraan atlet tentu juga didukung dari 
adanya pengabdian yang diberikan oleh beberapa wasit serta pelatih yang 
handal. Di kabupaten Maros ini masih terdapat beberapa wasit serta pelatih 
yang tetap dibutuhkan dalam event kejuaraan  tertentu. 
Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak As’ad 
Batjolleng  selaku Kepala Bidang Olahraga DISPORI  bahwa : 
“ Pada saat POPDA baru-baru ini Maros merupakan kontingen daerah 
yang diperhitungkan karena prestasi kita tidak pernah terlambung jauh 
dari kontingen ibukota dan notabene atlet yang kita turunkan adalah 
semuanya asli putra-putri daerah. Kontingen lain biasa memanfaatkan 
jasa dari atlet kontrak daerah lain tapi kita tidak. Itu semua karena 
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memang kita di sini ada beberapa pelatih yang cukup menjanjikan” 
(wawancara Tanggal 15 Agustus 2016). 
 
Hal ini tidak berbada dengan yang dikatakan oleh bapak Didin selaku 
Sekertaris Umum KONI Maros bahwa : 
“Prestasi olahraga itu nanti bisa terwujud kalau ada minat dan bakat 
yang tinggi, kalau tidak demikian tidak mungkin semangat di saat 
latihan nah kalau semangatnya berkorbar saat latihan tentu saja itu 
sangat berpotensi memegang juara. Jadi harus bmemang dilatih 
dengan baik itu anak-anak kalau mau capai prestasi memuaskan. 
Tidak stengah-tengah dilatih baik perempuan maupun laki-laki harus 
memang digenjot baik-baik. Kita sebagai pelatih selalu berusaha 
memotivasi dan pengabdian saja yang dipertahankan, kalau insentif 
dari PEMDA ada juga tapi tidak berharap ke sana kalau itu yang 
diharap tidak jalan mi olahraga” (wawancara tanggal 20 Agustus 
2016). 
 
 
Kemudian ditambahkan oleh Musdalifah sebagai atlet pemanjat tebing  
bahwa : 
“Kita sebagai atlet hanya memegang teguh semangat latihan karena 
hobi. Jadi harapan lain misalnya ada bonus itu tidak mungkin 
sebanding atau terbayarkan dari pengabdian saat latihan. Juga 
ditambah dari dorongan pelatih, ada penghormatan khusus buat 
pelatih jadi tidak mungkin kita bosan akibat pelatih yang profesional. 
Banyak pelatih di sini dari berbagai cabang olahraga yang memiliki 
prestasi gemilang bahkan sering diminta untuk melatih bahkan 
mewasiti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasiona” (wawancara 
Tanggal 22 Agustus 2016). 
             
Berpedoman dari uraian ini penulis bisa megetahui bahwa hal yang 
sangat urgen berpengaruh sebagai pendukung peranan Dinas Pemuda 
Olahraga dan Seni dalam pembinaan Olahraga di kabupaten Maros yaitu 
tingginya minat dan bakat dari para pelaku olahraga serta adanya sikap 
profesionalisme dari para pelatih yang ada di Kabupaten Maros. 
 
81 
 
4.8.2. Faktor Penghambat 
Untuk menghidupkan kelangsungan berbagai kegiatan dalam olahraga 
maka peranan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Seni 
tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu tugas pokok dinas ini 
adalah mengkaji, merumuskan, mengkordinir serta menyelenggarakan 
pembinaan di bidang olahraga. Namun itu semua kurang maksimal karena 
masih banyak hambatan.  
Dari pengamatan penulis ditemukan di lapangan masih minimnya 
dana ,fasilitas olahraga, serta penghargaan yang didapatkan oleh atlet itu 
kurang memuaskan. Atlet merasa tidak berguna lagi setelah tidak ada 
kejuaraan. 
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imran Pengurus 
KONI  bahwa : 
“Di sini kita terhambat dari segi fasilitas olahraga, banyak cabang 
olahraga yang belum lengkap peralatannya. Sebenarnya cukup 
banyak atlet di daerah kita, cuman biasanya banyak yang kurang puas 
dengan pembinaannya sehingga banyak atlet kita yang lari atau 
memundurkan diri saja karena kurang puas. Sehingga kalau ada 
kegiatan atau kejuaraan lagi kita harus mencari bibit-bibit baru. 
Sebaiknya itu memang atlet harus diperhatikan dan dilayani dengan 
baik karena dia sangat susah payah latihan sehingga berprestasi tapi 
tidak diperhatikan” (wawancara hari Kamis 21 Agustus 2014). 
 
Kemudian ditambahkan oleh bapak Dr. H. Ilham Syah Azikin M.Si  
bahwa : 
“Di Maros atletnya cukup berprestasi di bidang olahraga, kemarin itu di 
POPDA kalau tidak salah tanggal 20 sampai 27 ada beberapa atlet 
kita yang mendapat medali emas, yaitu 3 emas, 4 perunggu, 3 perak 
pada cabang olahraga Kempo. Kalau yang menghambat sebanarnya 
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semuanya adalah masalah dana yang berlanjut pada kurangnya 
sarana atau peralatan olahraga” ( Wawancara 10 Agustus 2016). 
 
Hal yang tidak jauh berbada diungkapkan oleh Ihsan selaku atlet  
Kempo bahwa : 
“Sebagai atlet kita hanya selalu latihan sama pelatih untuk bertanding, 
itu pun latihannya dengan peralatan seadanya. Kalau masalah 
penghargaan ada sih biasanya semacam bonus atau uang dengan 
jumlah tertentu tapi itu masih kurang. Kita juga sebagai akan terbuang 
dan dilupakan setelah tidak ada even kejuaraan. Biasa sih kita 
mendengar ada janji untuk dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang 
layak bahkan akan diangkat jadi PNS jika berprestasi, namun itu 
kayaknya tidak bisa ditepati” (wawancara Tanggal 25 agustus 2016). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
Peranan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni dalam Pembinaan Atlet di 
kabupaten Maros. Di samping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi Peranan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni dalam pembinaan 
atlet. Selanjutnya dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan 
saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
5.1. Kesimpulan 
Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan Olahraga di kabupaten 
Maros, dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda 
Olahraga dan Seni Kabupaten Maros. Sesuai dengan pengamatan penulis di 
lapangan terlihat bahwa pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Maros 
kurang berkesinambungan. Atlet hanya mendapatkan penghargaan dan 
berbagai pelayanan pada saat ada event kejuaraan, setelah selesai acara 
dan tidak ada lagi kejuaraan maka pada umumnya atlet tidak lagi 
diperhatikan dan akan dicari pada saat menjelang ada lagi kejuaraan. Ini 
merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas 
Pemuda dan Olahraga pada khususnya agar kiranya ada jaminan khusus 
bagi atlet yang telah mengharumkan nama daerah. 
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Untuk lebih lanjutnya peran Dinas Pemuda Olahraga dan Seni di 
Kabupaten Maros dapat dilihat dengn indikator sebagai berikut : 
a. Peran Pemerintah Daerah dalam pendanaan ; 
Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah 
daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendanaan keolahragaan 
ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Sesuai 
dengan pengamatan penulis bahwa dana bisa dinikmati oleh atlet 
namun dirasakan kurang memuaskan jika dibandingkan dengan 
berbagai keperluan sebagai atlet yang bisa mengharumkan nama 
daerah. Dana itu juga bisa dapatkan dari pihak swasta dengan 
mengajukan proposal permohonan dana, itu pun hasilnya dibagi-bagi 
dengan pelatih. Dana yang didapatkan dari DISPORI atas nama 
PEMDA hanya sebagian kecil, selanjutnya dana bisa diperoleh 
berasal dari inisiatif sendiri dan kesatuan olahraga yang digeluti oleh 
atlet.              
 
b. Peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana; 
Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang sangat 
fundamental dalam pelaksanaan olahraga, tanpa adanya fasilitas 
yang memedai maka atlet tidak mungkin menyalurkan bakatnya di 
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medan latihan. Di sini sangat diharapkan adanya kontribusi lebih dari 
pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Seni. Sarana 
dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Maros banyak yang 
diupayakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan 
Olahraga. Upaya tersebut diusulkan dalam MUSREMBANG namun 
untuk realisasi pengadaannya ada namanya prioritas utama, 
kebutuhan fasilitas olahraga akan peminat olahraga sangat banyak 
sedangkan pengadaannya terbatasi oleh skala prioritas akan 
kebutuhan tersebut.  
 
c. Peran Pemerintah Daerah dalam penghargaan atlet ; 
Penghargaan yang didapatkan oleh atlet yang berprestasi di 
Kabupaten Maros ada berupa bonus (uang yang diberikan kepada 
atlet peraih medali) dengan jumlah tertentu. Namun itu tidak berarti 
apa- apa jika dibandingkan dengan pengorbanan atlet di medan 
latihan dan kejuaraan. Ada juga atlet yang katanya dijanjikan akan 
dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaanb bahkan jadi PNS namun 
tak jarang itu tidak direalisasikan. Atlet banyak merasa tidak 
diabaikan setelah tidak ada lagi even kejuaraan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Pemuda  Olahraga dan 
Seni dalam pembinaan Olahraga di kabupaten Maros terdiri dari : 
a. Faktor pendukung yaitu : 
1. Minat dan bakat 
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Minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing atlet adalah 
modal besar untuk mencapai juara di medan laga. Hobi yang akan 
disalurkan melalui olahraga akan terlatih dengan baik karena 
adanya kesenangan tersendiri dalam diri tiap peserta olahraga.  
2. Pelatih yang profesional 
Di Kabupaten Maros ada 13 pelatih yang handal di bidangnya 
masing-masing. Para pelatih ini sudah banyak menorehkan 
prestasinya.. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat 
mendukung bagi perkembangan potensi olahraga dari Kabupaten 
Maros.  
 
b. Faktor penghambat yaitu : 
1. Minimnya fasilitas olahraga 
Hal yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan olahraga adalah 
penggunaan fasilitas atau peralatan olahraga. Untuk menghasilkan 
atlet yang handal di bidangnya sangat ditentukan oleh peralatan 
olahraga yang memadai.  
Di Kabupaten Maros terlihat banyak sarana olahraga kurang 
memadai, sehingga atlet banyak yang mengeluh pada saat latihan. 
Juga terlihat banyak fasilitas olahraga yang sudah tidak dipelihara 
dan terlihat usang bahkan sudah tidak layak pakai. 
Hal ini diungkapkan oleh Ihsan selaku atlet  Kempo bahwa : 
“Sebagai atlet kita hanya selalu latihan sama pelatih untuk 
bertanding, itu pun latihannya dengan peralatan seadanya. Kalau 
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masalah penghargaan ada sih biasanya semacam bonus atau 
uang dengan jumlah tertentu tapi itu masih kurang. Kita juga 
sebagai akan terbuang dan dilupakan setelah tidak ada even 
kejuaraan. Biasa sih kita mendengar ada janji untuk dimudahkan 
mendapatkan pekerjaan yang layak bahkan akan diangkat jadi 
PNS jika berprestasi, namun itu kayaknya tidak bisa ditepati” 
(wawancara Tanggal 25 agustus 2016). 
 
2. Pembinaan yang kurang berkesinambungan 
Pembinaan merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni terhadap para pelaku olahraga. 
Tanpa adanya peran serta yang sangat dalam hal pembinaan 
maka atlet-atlet yang handal tidak mungkin bisa meraih prestasi. Di 
Kabupaten Maros terdapat banyak atlet yang handal, namun 
pembinaan berupa pelayanan yang sangat baik akan dirasakan 
pada saat ada kejuaraan saja, atlet akan merasa terabaikan jika 
even kejuaraan telah selesai. Jadi banyak atlet yang merasa tidak 
begitu berarti tanpa olahraga.   
 
5.2. Saran  
1. Kepada pemerintah Daerahdalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan 
Seni agar kiranya tetap meningkatkan perannya sebagai, pendanaan, 
penyedia fasilitas olahraga, dan penghargaan yang tepat buat para atlet. 
Karena atlet-atlet yang berprestasi akan terdukung dengan pembinaan 
yang optimal sehingga mampu menjadi aset daerah. Dengan banyaknya 
medali yang diraih oleh atlet kita maka akan mengharumkan nama 
daerah. 
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2. Sarana dan prasarana olahraga agar kiranya dimanfaatkan dan 
dipelihara dengan baik. Di sini sangat dibutuhkan kerjasama antara para 
pelaku olahraga baik itu atlet, pelatih, official, maupun pemerintah agar 
sama-sama bertanggung jawab atas semua sarana dan prasarana 
olahraga. 
3. Pembinaan yang berkesinambungan supaya dioptimalkan dengan baik, 
agar atlet tidak merasa dirugikan dan hanya dimanfaatkan saja. Sebagai 
olahragawan harus tetap melaksanakan latihan yang rutin, maka 
dibutuhkan adanya dukungan setiap saat, jadi atlet tetap marasa 
disuppor walaupun kejuaraan telah usai, karena biar bagaimana pun 
even kejuaraan akan terus berlanjut ke jenjang lebih tinggi. Di sini 
dibutuhkan adanya rutinitas yang optimal dalam artian pembinaan yang 
tetap berkesinambungan. 
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